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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

a. bahwa Kapal Motor Pemerintah Daerah yang diperoleh 
dari Kementerian Perhubungan mempunyai peranan 

yang sangat penting dan strategis untuk dikelola dengan 

baik dalam memberikan pelayanan transportasi laut 
secara tertib bagi lembaga pemerintah, non pemerintah 

dan masyarakat; 

b. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi laut 

secara tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menyusun pedoman pelayanan kapal motor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pelayanan Kapal Motor Pemerintah Daerah; 

1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik '1> 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3929); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor · 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Angk.utan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaran dan Pengusahaan Angk.utan Laut 

' (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
966); ,f> 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5272);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran dan Pengusahaan Angkutan Laut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
966); +

•



. ··< 

• 

• 
..~

. i

•



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

1 1 .  Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 

Kementerian Perhubungan Nomor KP.448/DJPL/2019 

tentang Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Penerima 

Ka pal Hibah Pelayaran Rakyat Tahun 2019; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 

Nomor 2). 

MEMUTUSKAN: 

• 

Menetapkan PERATURAH BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN 

KAPAL MOTOR PEMERINTAH DAERAH . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

• 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah 

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan. 

6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 

digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik 

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah 

7. Kapal Motor Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kapal Motor 

adalah kapal motor hibah dari Kementerian Perhubungan serta Kapal 

Motor lainnya milik Pemerintah Daerah yang perolehannya bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan/ atau bantuan yang sah dan tidak mengikat. 'f 
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan.

6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah

7. Kapal Motor Pemerintah Daerah yang se1anjutnya disebut Kapal Motor
adalah kapal motor hibah dari Kementerian Perhubungan serta Kapal
Motor lainnya milik Pemerintah Daerah yang perolehannya bersumber
dati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Iatau bantuan yang sah dan tidak mengikat. 'f

•
PERATURAHBUPATI TENTANGPEDOMAN PELAYANAN
KAPALMOTORPEMERINTAHDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan Nomor KP.448/DJPL/2019
tentang Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Penerima
Kapal Hibah Pelayaran Rakyat Tahun 2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017
Nomor 2).
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8. Pelabuhan adalah tern pat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, 
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antannoda 

transportasi. 

9. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh 

Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 

pelayaran. 

10. Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah 

dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal 
yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi 

persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya . 

1 1 .  Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal 
oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal 

sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 

12. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin 

tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapa! selain Nakhoda. 

14. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut 
angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. 

15. Kelaiklautan Kapa! adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, 

pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapa! dan 

kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan 
dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan 

kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 

16. Keselamatan Kapa! adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 

material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, 

tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong 

dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah 

dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 

17. Pihak Lain adalah lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat 
selain Pemerintah Daerah. 

18. Senjata Tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata 

pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan 

untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk 
kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan 

barang pusaka atau barang kuno atau ajaib. 'f 
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8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

9. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh
Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

10.Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah
dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal
yang akan berlayar meninggalkan pe1abuhan setelah kapal memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

11.AwakKapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal
sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

12.Nakhoda adalah salah seorang dari AwakKapal yang menjadi pemimpin
tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Anak Buah Kapal adalah AwakKapal selain Nakhoda.

14.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut
angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

15.Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan
kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan
dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan
kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

16.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan
material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas,
tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah
dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

17.Pihak Lain adalah lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
selain Pemerintah Daerah.

18.Senjata Tajam adalah senjata penikarn, senjata penusuk, dan senjata
pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan
untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk
kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan
barang pusaka atau barang kuno atau ajaib. 1>
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan Kapal 
Motor di Daerah. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pelaksanaan 

kegiatan pelayaran Kapal Motor di Daerah. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah dan Pihak 

Lain dalam melaksanakan kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor. 

Pasal 4 

(1) Kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Motor. 

(2) Penggunaan Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

kegiatan pelayaran ke kawasan wisata dalam wilayah Luwu Timur untuk 
kepentingan pariwisata, pendidikan, pembangunan, sosial dan 

kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan 

Pasal 5 

( 1) Penyelenggaraan operasional Kapal Motor dilaksankan oleh Dinas 
sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan 

Laut dan Udara. 

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan tugas dan 
fungsi melaksanakan usaha pengelolaan Kapal sebagai berikut : 

a. menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian; 

b. melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang 

dan pengawakan; 

c. melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan; 

d. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik 

fisik maupun dokumen/ sertifikat kapal; dan '/> 

5 5

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal5

(1) Penyelenggaraan operasional Kapal Motor dilaksankan oleh Dinas
sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
Laut dan Udara.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan
fungsi melaksanakan usaha pengelolaan Kapal sebagai berikut :

a. menyediakan biaya pemeliharaanJ pengoperasian;

b. melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang
dan pengawakan;

c. melaksanakan us aha operasional angkutan perairan pelabuhan;

d. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik
fisik maupun dokumenj sertifikat kapal; dan 'I>

Pasal4

(1) Kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Motor.

(2) Penggunaan Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kegiatan pelayaran ke kawasan wisata dalam wilayah Luwu Timur untuk
kepentingan pariwisata, pendidikan, pembangunan, sosial dan
kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah dan Pihak
Lain dalam melaksanakan kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor.•

Bagian Kesatu

Umum

BAB III

PENYELENGGARAANOPERASIONALKAPAL

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan Kapal
Motor di Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pelaksanaan
kegiatan pelayaran Kapal Motor di Daerah.
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e. melaporkan kinerja operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut. 

Pasal 6 

(1) Kapal Motor dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain. 

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme 

sebagai berikut: 

a. mengajukan permohonan kepada Dinas; 

b. Dinas melakukan verifikasi permohonan berdasarkan keperluan 

penggunaan Kapal Motor dan waktu pengajuan permohonan; dan 

c. bagi pihak yang disetujui menggunakan Kapal Motor, dibuatkan 

permohonan SPB ke Syahbandar Malili dengan melampirkan jadwal 

keberangkatan, manifes penumpang, dan tujuan keberangkatan. 

Bagian Ketiga 

Jasa dan Penetapan Tarif 

Pasal 7 

(1) Jasa angkutan pelayaran Kapal Motor meliputijasa sewa Kapal. 

(2) Jasa sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Keempat 

Pengawakan 

Pasal 8 

(1) Pengawakan Kapal Motor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kapal Motor diawaki oleh Awak Kapal yang mempunyai surat 

keterangan/sertifikat kecakapan. 

(3) Surat keterangan/ sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), paling sedikit dimiliki Awak Kapal sebagai berikut: 

a. surat keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nahkoda/juru 

mudi dan pelatihan keselamatan dasar (basic safety training) Ka pal; 

b. surat keterangan/ sertifikat kecakapan teknika untuk kepala kamar 
mesin dan pelatihan keselamatan dasar (basic safety training) Kapal; 

dan 

c. pelatihan keselamatan dasar (basic safety training) Kapal untuk Anak 

Buah Kapal. Cf> 

6 6

Bagian Keempat

Pengawakan

Pasal8

(1) Pengawakan Kapal Motor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
penwndang-undangan.

(2) Kapal Motor diawaki oleh Awak Kapal yang mempunyai surat
keteranganj sertifikat kecakapan.

(3) Surat keteranganj sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling sedikit dimiliki AwakKapal sebagai berikut :

a. surat keteranganj sertifikat kecakapan nautika untuk Nahkodajjuru
mudi dan pelatihan keselamatan dasar (basic safety training)Kapal;

b. surat keteranganj sertifikat kecakapan teknika untuk kepala kamar
mesin dan pelatihan keselamatan dasar (basic safety training) Kapal;
dan

c. pelatihan keselamatan dasar (basic safety training)Kapal untuk Anak
Buah Kapal. CfJ

Bagian Ketiga

Jasa dan Penetapan Tarif

Pasal 7

(1) Jasa angkutan pelayaran Kapal Motor meliputijasa sewa Kapal.

(2) Jasa sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

•

Pasal6

(1) Kapal Motor dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah danjatau PihakLain.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme
sebagai berikut :

a. mengajukan pennohonan kepada Dinas;

b. Dinas melakukan verifikasi pennohonan berdasarkan keperluan
penggunaan Kapal Motor dan waktu pengajuan permohonan; dan

c. bagi pihak yang disetujui menggunakan Kapal Motor, dibuatkan
pennohonan SPB ke Syahbandar Malili dengan melampirkan jadwal
keberangkatan, manifes penumpang, dan tujuan keberangkatan ..

e. melaporkan kinerja operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut.
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(4) Awak Kapal Motor terdiri dari 5 (lima) Awak Kapal, dengan susunan 
awak dan tugas sebagai berikut: 

a. Nahkoda/juru mudi sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai 
pimpinan di atas Kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan 
pelayaran, mempunyai tugas : 

1 .  mengemudikan Kapal; 

2. memperlengkapi Kapal dengan sempurna; 

3. mengawaki Kapal secara layak sesuai prosedur/aturan; 

4. membuat Kapal layak laut; 

5. bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang dan Anak 
Buah Kapal yang ada di atasnya; dan 

6. mematuhi perintah penyelenggara operasional Kapal dan tidak 
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. kepala kamar mesin sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai 
penanggung jawab utama di bagian mesin Kapal, dengan tugas 
sebagai berikut : 

1 .  bertanggung jawab penuh di kamar mesin; 

2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik. dan 
dirawat; dan 

3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan. 

c. Anak Buah Kapal sebanyak 3 (tiga) orang mempunyai tugas : 

1. membantu Nahkoda dalam pelayaran; dan 

2. membantu kepala kamar mesin melakukan pekerjaan di kamar 
mesin. 

Bagian Kelima 

Penumpang 

Pasal 9 

(1) Jumlah penumpang Kapal paling banyak 48 (empat puluh delapan) 
orang dan barang 8 (delapan) ton, sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki 
oleh Kapal Motor. 

(2) Penumpang Kapal Motor harus mematuhi ketentuan keselamatan 
pelayaran selama berada di atas Kapal. 

BAB IV 

LARANGAN DAN SANKS! ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 

Larangan 

Pasal 10 

(1) Awak Kapal Motor dilarang melayani, membawa dan menggunakan 

sebagai berikut : "/> 

7 7

Bagian Kesatu

Larangan

Pasall0

(1) Awak Kapal Motor dilarang melayani, membawa dan menggunakan
sebagai berikut :cp

BABIV

LARANGAN DAN SANKSIADMINISTRATIF

Bagian Kelima

Penumpang

Pasal9

(1) Jumlah penumpang Kapal paling banyak 48 (empat puluh delapan)
orang dan barang 8 (delapan) ton, sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki
oleh Kapal Motor.

(2) Penumpang Kapal Motor harus mematuhi ketentuan keselamatan
pelayaran selama berada di atas Kapal.

(4) Awak Kapal Motor terdiri dari 5 (lima) Awak Kapal, dengan susunan
awak dan tugas sebagai berikut:

a. Nahkodajjuru mudi sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai
pimpinan di atas Kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan
pelayaran, mempunyai tugas :

1. mengemudikan Kapal;

2. memperlengkapi Kapal dengan sempurna;

3. mengawaki Kapal secara layak sesuai prosedur / aturan;

4. membuat Kapallayak laut;

5. bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang dan Anak
Buah Kapal yang ada di atasnya; dan

6. mematuhi perintah penyelenggara operasional Kapal dan itidak
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kepala kamar mesin sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai
penanggung jawab utama di bagian mesin Kapal, dengan tugas
sebagai berikut :

1. bertanggung jawab penuh di kamar mesin;

2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan
dirawat; dan

3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan.

c. Anak Buah Kapal sebanyak 3 (tiga) orang mempunyai tugas :

1. membantu Nahkoda dalam pelayaran; dan

2. membantu kepala kamar mesin melakukan pekerjaan di kamar
mesm,

•
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a. Narkotika; 

b. minuman beralkohol; 

c. senjata ta.jam; dan/ atau 

d. kegiatan politik. 

(2) Penumpang Kapal Motor dilarang membawa dan menggunakan sebagai 

berikut: 

a. Narkotika; 

b. minumam beralkohol; dan/ atau 

c. senjata tajam. 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 1 1  

(1) Setiap Awak Kapal Motor yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif 

berupa: 

a. teguran tertulis; dan 

b. pemberhentian sebagai Awak Kapal Motor. 

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali. 

(3) Apabila Awak Kapal Motor tidak mengindahkan teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas manjatuhkan sanksi 
pemberhentian sebagai Awak Kapal Motor. 

(4) Setiap penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan menggunakan 

layanan Kapal Motor sampai dengan waktu tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

BABV 

PENGAWASAN 

Pasal 12 

(1) Pengawasan Operasional Kapal Motor dilakukan oleh Dinas, Inspektorat 
Daerah, dan masyarakat. 

(2) Dinas menyampaikan laporan pengoperasian Kapal Motor setiap akhir 
tahun kepada Bupati. ep 

8 8

BABV

PENGAWASAN

Pasal12

(1) Pengawasan Operasional Kapal Motor dilakukan oleh Dinas, Inspektorat
Daerah, dan masyarakat.

(2) Dinas menyampaikan laporan pengoperasian Kapal Motor setiap akhir
tahun kepada Bupati. tp

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Setiap Awak Kapal Motor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. pemberhentian sebagai AwakKapal Motor.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Apabila Awak Kapal Motor tidak mengindahkan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas manjatuhkan sanksi
pemberhentian sebagai AwakKapal Motor.

(4) Setiap penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2)dikenakan sanksi berupa larangan menggunakan
layanan Kapal Motor sampai dengan waktu tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

a. Narkotika;
b. minuman beralkohol;
c. senjata tajam; dan Iatau
d. kegiatan politik.

(2) Penumpang Kapal Motor dilarang membawa dan menggunakan sebagai
berikut:
a. Narkotika;
b. minumam beralkohol; dan/ atau
c. senjata tajam.
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur.</> 

• 

Ditetapkan di Malili 

padatanggal 15 Februari 2021  

?S� 
IRWAN BACHRI SYAM 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 15 Februari 2021  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

BAHRI SUL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 2 
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KADIS

ST[NPfL II'A.tAf KOORDINASI
DISHUI KAlI, LUWUtINU.

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 2

BAHRI SULI

Diundangkan di Malili
padatanggaI 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

•

Ditetapkan diMalili
padatanggaI 15 Februari 2021oR,
IRWAN BAeHRI SYAM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daIam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur. t/>

BABYl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan.
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